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PUTUSAN
Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 08
Mei 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan

alamat email XXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 12 Juli
1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang diajukan melalui Sistem
Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 09 Desember 2024 dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 666/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 09
Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin
Tanggal 22 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1438 H yang
dicatat oleh KUA Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu,
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Provinsi Riau sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 28 Juli
2022 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah
kediaman orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kecamatan
Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih 4
(empat) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah
kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga berpisah;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan
Termohon berstatus Gadis;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri
namun belum di karuniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan
oleh karena antara lain:

a. Bahwa Termohon sering meributkan hal-hal kecil seperti kebutuhan
rumah tangga;

b. Bahwa Termohon tidak memenuhi kebutuhan batin Pemohon;

c. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;

6. Bahwa percekcokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan
memuncak pada bulan Februari tahun 2024 yang menyebabkan antara lain:
a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan

Februari tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama karena terjadi perselisihan. Saat ini, Pemohon tinggal di sewa
yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman
bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu,

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
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b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir
maupun bathin sejak bulan Februari tahun 2024;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
dan tidak saling memedulikan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga
Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi
untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut
rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan
lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga
lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
berdasar hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dengan gaji dan
penghasilan lebih kurang Rp. 7.000.000/ bulan.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan

Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
666/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 10 Desember 2024 dan 17 Desember 2024
yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas
Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah
benar;

Bahwa, Hakim juga telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil,
Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon
tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan
(SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur
terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara a quo
dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum,
dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:
A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama
XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 26 Juli
2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang
aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Juli 2022, Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan
paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama
Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pasir
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 22 Mei 2017,
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI 1: XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Timpeh, Kabupaten
Dhamasraya, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon dan
bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama
Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah
sekitar tahun 2017 di KUA Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Provinsi Riau;
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- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan
sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah
berusaha merukunkan keduanya atau belum;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan
dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2: XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten
Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon dan
bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama
Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
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— Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017 di KUA Pasir Penyu
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
belum dikaruniai anak;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak Tahun 2019 yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan
yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

— Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2
(dua) kali;

— Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena msdsish ekonomi dan
masalah keturunan yang belum kunjung ada;

— Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah ada upaya
mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan
tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah
tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan vyang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berta acara sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang
merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon
berdomisili di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan
gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini
termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat
perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini,
dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai
pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam
perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui sistem
informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui
relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf
(a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan
tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
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Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik, atas panggilan tersebut Termohon tidak pernah datang
menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor
666/Pdt.G/2024/PA.Rgt, yang telah dibacakan di muka sidang, maka Termohon
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan
Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah
datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk
tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftar melalui sistem Informasi
Pengadilan (SIP) dan Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban,
serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses
persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi) sesuai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
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Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di
atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan
Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Tahun 2019 karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon disebabkan tidak dikaruniai keturunan, puncaknya sejak 1 (satu)
bulan yang lalu, Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon telah
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut
sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon a quo, Hakim
menilai bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan
Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon
menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon karena alasan perceraian
menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan
Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya
dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon
tentang hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang
mempunyai sifat khusus (lex specialis), maka kepada Pemohon tetap dibebani
pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta keterangan
pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan
Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut
sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 KUHPerdata dan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
bernama XXXXX dan XXXXX. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri
Pemohon benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas
nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon
dan Termohon diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan
suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
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bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Pasir Penyu
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan
Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,
berakal sehat, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, sebelum
memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua
saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah
memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara
langsung menjelaskan sebagai berikut:

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang
perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan
Termohon selama berumah tangga, anak yang lahir dari pernikahan
Pemohon dan Termohon;

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak Tahun 2019 lalu
sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena tidak dikaruniai keturunan;

— Bahwa keterangan saksi bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon

tentang keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak
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bulan Februari tahun 2024, saksi menerangkan bahwa Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah 3 (Tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari
kediaman bersama, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah
berkumpul lagi layaknya suami istri;

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang
kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk
dipersatukan kembali;

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon sudah
adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai, keterangan-keterangan saksi-saksi
tersebut diperoleh dari pengalaman yang dialami, didengar dan dilihat sendiri,
bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak
bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dall permohonan
Pemohon, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan
Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Hakim berpendapat alat
bukti yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan
sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir
permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, serta alat-alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sabh,

menikah pada tanggal 22 Mei 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul

sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai

anak;
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3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon tidak rukun dan harmonis sejak
Tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

4. Bahwa sejak 3 (Tiga) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah
tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai
suami istri;

5. Bahwa usaha damai dari keluarga, dan melalui Hakim di persidangan telah
dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sampai
tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti
bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,
antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
menilai bukti-bukti berupa keterangan saksi Pemohon dan Termohon tidak
dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatannya
sebab berdasarkan gugatan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 sampai saat
ini (lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sementara fakta-fakta menunjukkan
bahwa antara Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal sejak
bulan September tahun 2024 atau selama 3 (tiga) bulan, sehingga Hakim
menilai gugatan Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu pula mengetengahkan
petunjuk yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 1.b. 4 yang telah
disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 bahwa “Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
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menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah diperkuat lagi
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 421/K/Ag/2023 tanggal 09
Juni 2023,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat
membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg
jo 1865 KUHPerdata, maka Hakim Menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2011 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun
2017, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat sudah harus menyediakan
salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Saya
Miftah Hurrahmah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 ttanggal
29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sudarmono, S.H.l.,
M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal
Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Sidang
Ttd

Sudarmono, S.H.l., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses 3 Rp. 80.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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